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PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENILAIAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan kinerja Pegawai di
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional,

b. bahwa  Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

telah melaksanakan Integrated Digital Workspace (IDW)
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Mengingat

1.

dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan kerja;

bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengaturan
Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sudah tidak relevan dengan
tujuan peningkatan produktifitas dan prestasi kerja
pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Penilaian Kerja Pegawai
Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);
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Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun
2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 43);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520);

www.peraturan.go.id



2020, No.684

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG  PENILAIAN KERJA  PEGAWAI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan,
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

2. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut
Sekretaris Kementerian PPN /Sekretaris Utama
Bappenas, adalah unsur pembantu Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan dan
pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan.

3. Biro Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut
dengan Biro SDM, adalah Unit Kerja Eselon II di
Kementerian Perencanaan yang bertugas melaksanakan
pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi
perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem
manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan
pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas
pegawai serta administrasi kepegawaian.

4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya

yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada
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Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah
suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan
kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan
kinerja; penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem
informasi kinerja.

Penilaian Kerja Pegawai adalah suatu proses pengukuran
kontribusi dan prestasi kerja Pegawai dalam mendukung
pencapaian kinerja Kementerian Perencanaan.

Sistem Eletronik adalah sistem atau aplikasi elektronik
yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, penilaian kinerja pegawai, serta dukungan
terhadap penilaian kerja dan pencatatan kehadiran.

Jam Kerja Reguler adalah waktu yang digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan bagi pegawai yang
melaksanakan fungsi pendukung, administrasi dan
kesekretariatan.

Jam Kerja Khusus adalah waktu yang digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan bagi pegawai yang
melaksanakan fungsi pengkajian, koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi perencanaan pembangunan
nasional, fungsi pengawasan, dan fungsi lainnya yang
ditentukan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas.

Tunjangan Kinerja adalah penghargaan dalam bentuk
uang yang diberikan kepada Pegawai di luar gaji pokok,
tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku
nasional yang diatur oleh Pemerintah.

Tunjangan Kehadiran adalah komponen Tunjangan
Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan
jumlah kehadiran yang sesuai dengan hari kerja dan jam
kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Tunjangan Prestasi adalah komponen Tunjangan Kinerja
yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil

Penilaian Kerja Pegawai.
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